2

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT; 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI; 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA; 
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tahun Sidang
	:
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	:
	II
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	:
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	Jenis Rapat
	:
	Rapat Tim Perumus

	Hari/Tanggal
	:
	Kamis, 17 November 2016

	Sifat
	:
	Tertutup

	Pukul
	:
	14.30 WIB s.d 22.15 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Tambora, Hotel Sultan Jakarta

	Acara
	:
	Membahas dan merumuskan RUU tentang Jasa Konstruksi

	Ketua Rapat
	:
	Michael Wattimena, SE, MM

	Sekretaris
	:
	Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

	Hadir Anggota
	:
	      dari 13 orang Anggota Tim Perumus Komisi V DPR RI

	Hadir Pemerintah
	:
	Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; beserta jajaran terkait lainnya.


KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1.
Ketua Rapat mencabut skors pada pukul 14.30 WIB, dan menyatakan rapat tertutup untuk umum.
2.
Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Tim Perumus hari ini adalah untuk melanjutkan pembahasan dan perumusan RUU tentang Jasa Konstruksi, dimulai dari Pasal 1 angka 9.
3.
Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah dan anggota Tim Perumus DPR RI apabila ada usulan atau tanggaan terhadap rumusan RUU tentang Jasa Kontruksi. 
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT
Disetujui rumusan Pasal 1 angka 9 sampai dengan Pasal 67 ayat (2) sebagaimana terlampir.
III. PENUTUP

       
Rapat ditutup pukul 22.15 WIB, dan akan dilanjutkan kembali menunggu pemberitahuan lebih lanjut.
     Jakarta, 17 November 2016

	MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASOEKI HADIMOELJONO
	KETUA RAPAT,

MICHAEL WATTIMENA, SE, MM 

	NO DIM
	BAHAN TIMUS
	KEPUTUSAN TIMUS

	21. 
	Penghapusan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi
	

	22. 
	9. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
Alternatif:

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan baik secara keseluruhan maupun sebagian setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
	9. 
Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

	23. 
	10. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
	Diusulkan dihapus karena hanya satu kali disebut dalam Batang Tubuh, dipindahkan ke dalam penjelasan Pasal 30 dan akan dilaporkan kepada Panja 


	24. 
	11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi.
Alternatif:

Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
	11.
Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

	25. 
	12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
	12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

	26. 
	13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
	13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

	27. 
	14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
	14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

	28. 
	15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
	15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

	29. 
	16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

	30. 
	17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
	17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

	31. 
	18. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.
	

	32. 
	19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
	19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di yang membidangi pekerjaan umum Jasa Konstruksi.

	33. 
	BAB II

ASAS DAN TUJUAN
	BAB II

ASAS DAN TUJUAN

	34. 
	Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:
	Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

	35. 
	a. kejujuran dan keadilan;
	a. kejujuran dan keadilan;

	36. 
	b. manfaat; 
	b. manfaat; 

	37. 
	c. kesetaraan; 
	c. kesetaraan; 

	38. 
	d. keserasian; 
	d. keserasian; 

	39. 
	e. keseimbangan; 
	e. keseimbangan; 

	40. 
	f. profesionalitas;
	f. profesionalitas;

	41. 
	g. kemandirian;
	g. kemandirian;

	42. 
	h. keterbukaan; 
	h. keterbukaan; 

	43. 
	i. kemitraan; 
	i. kemitraan; 

	44. 
	j. keamanan dan keselamatan; 
	j. keamanan dan keselamatan; 

	45. 
	k. kebebasan; 
	k. kebebasan; 

	46. 
	l. pembangunan berkelanjutan; dan
	l. pembangunan berkelanjutan; dan

	47. 
	m. wawasan lingkungan.
	m. wawasan lingkungan.

	48. 
	Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:
	Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

	49. 
	a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
	a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

	50. 
	b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
	b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

	51. 
	c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; 
	c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; 

	52. 
	d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
	d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

	53. 
	e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
	e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

	54. 
	f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan  penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
	f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan  penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

	55 sd

124
	
	

	125. 
	BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
	BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

	126. 
	Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab
	Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab

	127. 
	Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
	Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:

	128. 
	a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; 
	a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; 

	129. 
	b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta  jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; 
	b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta  jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; 

	130. 
	c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberkelanjutan; 
	c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberkelanjutan; 

	131. 
	d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional; 
	d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional; 

	132. 
	e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
	e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;

	133. 
	f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
	f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan

	134. 
	g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

	g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.


	135. 
	(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.
	(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

	136. 
	Bagian Kedua

Kewenangan
	Bagian Kedua

Kewenangan

	136a
	Paragraf 1

Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi
Kewenangan Pemerintah Pusat
	Paragraf 1

Kewenangan Pemerintah Pusat

	137. 
	Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	138. 
	a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
	a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;

	139. 
	b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
	b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;

	140. 
	c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan  Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi;
	c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan  Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi;
Usulan penambahan rumusan baru

d1.menyelenggarakan lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha. 

(Disetujui Timmus dan dilaporkan ke Panja)

	141. 
	e. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
	e. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;

	142. 
	f. mengembangkan sistem permodalan dan sistem  penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
	f. mengembangkan sistem permodalan dan sistem  penjaminan usaha Jasa Konstruksi;

	143. 
	g. memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
	g. memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;

	144. 
	h. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
	h. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;

	145. 
	i. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;
	i. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;

	146. 
	j. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
	j. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;

	147. 
	k. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
	k. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;

	148. 
	l. mengumpulkan informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;
	l. mengumpulkan informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;

	149. 
	m. memfasilitasi kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
	m. memfasilitasi kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;

	150. 
	n. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
	n. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;

	151. 
	o. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; 
	o. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; 

	152. 
	p. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
	p. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan

	153. 
	q. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.
	q. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.

	153a
	Paragraf 4

Pengembangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	

	154. 
	Pasal 5A

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	155. 
	a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan konstruksi;
	a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan konstruksi;

	156. 
	b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa; 
	b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa; 

	156a
	c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
	c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan

	157. 
	d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 
	d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

	157a
	Paragraf 5

Pengembangan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
	

	158. 
	Pasal 5B
(3) 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	(3) 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	159. 
	a. mengembangkan Standar  Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 
	a. mengembangkan Standar  Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

	160. 
	b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
	b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;

	161. 
	c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan
	c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan

	162. 
	d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
	d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

	162a
	Paragraf 4

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 5C
	

	163. 
	(3) (4)  
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	164. 
	a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;

	a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;


	165. 
	b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
	b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;

	166. 
	c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
	c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;

	167. 
	d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;
	d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;

	168. 
	e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; 
	e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; 

	169. 
	f. menyelenggarakan pengawasan sistem  sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
	f. menyelenggarakan pengawasan sistem  sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;

	170. 
	g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi;
	g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi;

	171. 
	h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;
	h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;

	172. 
	i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
	i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;

	173. 
	j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja Jasa Konstruksi asing; dan
	j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja Jasa Konstruksi asing; dan

	174. 
	k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja  yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi  yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.
	k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja  yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi  yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.

	174a
	Paragraf 3

Pengembangan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi
	

	175. 
	Pasal 5D
(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	176. 
	a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
	a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;

	177. 
	b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; 
	b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; 

	178. 
	c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas yang meliputi:
	c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas yang meliputi:

	179. 
	1) teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
	1) teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;

	180. 
	2) teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
	2) teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;

	181. 
	3) teknologi konstruksi berkelanjutan; 
	3) teknologi konstruksi berkelanjutan; 

	182. 
	4) teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan
	4) teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan

	183. 
	5) teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.
	5) teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.

	184. 
	
	

	185. 
	d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;
	d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;

	186. 
	e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; 
	e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; 

	187. 
	f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
	f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan

	188. 
	g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
	g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

	188a
	Paragraf 6
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	

	189. 
	Pasal 5E
(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	190. 
	a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
	a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;

	191. 
	b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
	b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;

	192. 
	c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
	c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan

	193. 
	d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
	d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
Usulan penambahan rumusan baru:

d1.
meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan

(Disetujui Timmus dan dilaporkan ke Panja)

	194. 
	(7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan  mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
	(7) 
Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan  mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

	194a
	Paragraf 7

Sistem Informasi
	

	195. 
	Pasal 5F

(8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
	(8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

	196. 
	a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
	a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan

	197. 
	b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.
	b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

	197a
	
	

	198. 
	Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
	Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

	199. 
	a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
	a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;

	200. 
	b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
	b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;

	201. 
	c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
	c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;

	202. 
	d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
	d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan

	203. 
	e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
	e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.

	204. 
	(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
	(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

	205. 
	a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dan pelaksanaan konstruksi;
	a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dan pelaksanaan konstruksi;

	206. 
	b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan 
	b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan 

	207. 
	c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
	c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.

	208. 
	(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
	(3) 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.

	209. 
	(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
c. upah tenaga kerja konstruksi.
	(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
c. upah tenaga kerja konstruksi.

	210. 
	(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
	(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

	211. 
	a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
	a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;

	212. 
	b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
	b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;

	213. 
	c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
	c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;

	214. 
	d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
	d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan

	215. 
	e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
	e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

	216. 
	(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
	(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

	217. 
	a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; dan
	a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; dan

	218. 
	b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.
	b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.
Usulan penambahan rumusan baru 

b1. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan.

(Disetujui Timmus dan dilaporkan Panja)



	219. 
	(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.
	(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

	220. 
	Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
	Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

	221. 
	a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
	a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan

	222. 
	b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
	d. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

	223. 
	Paragraf 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
	Paragraf 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

	224. 
	a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
	a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

	225. 
	b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; 
	b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; 

	226. 
	c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
	c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan

	227. 
	d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
	d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

	228. 
	Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.
	Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

	229. 
	Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

	230. 
	BAB IV 

USAHA JASA KONSTRUKSI
	BAB IV 

USAHA JASA KONSTRUKSI

	231. 
	Bagian Kesatu

Stuktur Usaha Jasa Konstruksi
	Bagian Kesatu

Stuktur Usaha Jasa Konstruksi

	232. 
	Paragraf 1

Umum
	Paragraf 1

Umum

	233. 
	Pasal 11

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
	Pasal 11

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

	234. 
	a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
	a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan

	235. 
	b. bentuk dan kualifikasi usaha.
	b. bentuk dan kualifikasi usaha.

	236. 
	Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha
	Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

	237. 
	Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
	Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

	238. 
	a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
	a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;

	239. 
	b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
	b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

	240. 
	c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
	c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

	241. 
	
	

	242. 
	Pasal 13

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
	Pasal 13

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

	243. 
	a. umum; dan
	a. umum; dan

	244. 
	b. spesialis.
	b. spesialis.

	245. 
	(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
	(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

	246. 
	a. arsitektur;
	a. arsitektur;

	247. 
	b. rekayasa;
	b. rekayasa;

	248. 
	c. rekayasa terpadu; dan
	c. rekayasa terpadu; dan

	249. 
	d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
	d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

	250. 
	(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
	(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

	251. 
	a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
	a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan

	252. 
	b. pengujian dan analisis teknis.
	b. pengujian dan analisis teknis.

	253. 
	(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
	(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

	254. 
	a. pengkajian;
	a. pengkajian;

	255. 
	b. perencanaan;
	b. perencanaan;

	256. 
	c. perancangan; 
	c. perancangan; 

	257. 
	d. pengawasan; dan/atau
	d. pengawasan; dan/atau

	258. 
	e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
	e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

	259. 
	(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
	(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

	260. 
	a. survei;
	a. survei;

	261. 
	b. pengujian teknis; dan/atau
	b. pengujian teknis; dan/atau

	262. 
	c. analisis.
	c. analisis.

	263. 
	Pasal 14

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf b meliputi:
	Pasal 14

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf b meliputi:

	264. 
	a. umum; dan
	a. umum; dan

	265. 
	b. spesialis.
	b. spesialis.

	266. 
	(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
	(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

	267. 
	a. bangunan gedung; dan
	a. bangunan gedung; dan

	268. 
	b. bangunan sipil.
	b. bangunan sipil.

	269. 
	(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
	(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

	270. 
	
	

	271. 
	a. instalasi;
	a. instalasi;

	272. 
	b. konstruksi khusus;
	b. konstruksi khusus;

	273. 
	c. konstruksi prapabrikasi;
	c. konstruksi prapabrikasi;

	274. 
	d. penyelesaian bangunan; dan
	d. penyelesaian bangunan; dan

	275. 
	e. penyewaan peralatan.
	e. penyewaan peralatan.

	276. 
	(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
	(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

	277. 
	a. pembangunan;
	a. pembangunan;

	278. 
	b. pemeliharaan;
	b. pemeliharaan;

	279. 
	c. pembongkaran; dan/atau
	c. pembongkaran; dan/atau

	280. 
	d. pembangunan kembali.
	d. pembangunan kembali.

	281. 
	(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
	(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

	282. 
	Pasal 15

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
	Pasal 15

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

	283. 
	a. bangunan gedung; dan
	a. bangunan gedung; dan

	284. 
	b. bangunan sipil.
	b. bangunan sipil.

	285. 
	(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
	(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

	286. 
	a. rancang bangun; dan
	a. rancang bangun; dan

	287. 
	b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan. 

Alternatif:

b.perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan

Catatan: terjemahan dari Engineering Procurement Construction (EPC)
	b.  
perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. 



	288. 
	
	

	289. 
	Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.
	Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

	290. 
	Pasal 17
(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.

(2) Dukungan rantai pasok sumber daya kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi.
(3) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
	Pasal 17
(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
(2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

	291. 
	Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,  perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,  perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(Kata “dalam” dikonfirmasi dengan Kemenkumham)

	292. 
	Paragraf 3

Bentuk dan Kualifikasi Usaha
	Paragraf 3

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

	293. 
	Pasal 19

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
	Pasal 19

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

	294. 
	Pasal 20

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
	Pasal 20

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

	295. 
	a. kecil;
	a. kecil;

	296. 
	b. menengah; dan
	b. menengah; dan

	297. 
	c. besar.
	c. besar.

	298. 
	(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
	(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

	299. 
	a. penjualan tahunan;
	a. penjualan tahunan;

	300. 
	b. kemampuan keuangan; 
	b. kemampuan keuangan; 

	301. 
	c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
	c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

	302. 
	d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
	d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

	303. 
	(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
	(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

	304. 
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

	305. 
	Bagian Kedua

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi
	Bagian Kedua

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

	306. 
	Pasal 21

(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
	Pasal 21

(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

	307. 
	a. berisiko kecil;
	a. berisiko kecil;

	308. 
	b. berteknologi sederhana; dan
	b. berteknologi sederhana; dan

	309. 
	c. berbiaya kecil.
	c. berbiaya kecil.

	310. 
	(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
	(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

	311. 
	Pasal 22

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
	Pasal 22

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

	312. 
	a. berisiko sedang;
	a. berisiko sedang;

	313. 
	b. berteknologi madya; dan/atau
	b. berteknologi madya; dan/atau

	314. 
	c. berbiaya sedang.
	c. berbiaya sedang.

	315. 
	Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
	Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

	316. 
	a. berisiko besar;
	a. berisiko besar;

	317. 
	b. berteknologi tinggi; dan/atau
	b. berteknologi tinggi; dan/atau

	318. 
	c. berbiaya besar.
	c. berbiaya besar.

	319. 
	Pasal 24

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.
	Pasal 24

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.

	320. 
	(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

	321. 
	a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
	a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau

	322. 
	b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
	b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

	323. 
	
	

	324. 
	Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

	Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(Kata “dalam” menunggu konfirmasi Kemenkumham)

	325. 
	Bagian Ketiga

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi
	Bagian Ketiga

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

	326. 
	Paragraf 1

Umum

	Paragraf 1

Umum


	327. 
	Pasal 26

(1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
	Pasal 26

(1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

	328. 
	(2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
	(2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

	329. 
	Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha
	Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

	330. 
	
	

	331. 
	Pasal 27

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 27

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	332. 
	
	

	333. 
	Pasal 28

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah  kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 28

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah  kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	334. 
	
	

	335. 
	Pasal 29

(1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Pasal 29

(1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

	336. 
	(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
	(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

	337. 
	Paragraf 3

Sertifikat Badan Usaha
	Paragraf 3

Sertifikat Badan Usaha

	338. 
	Pasal 30

(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
	Pasal 30

(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.

	339. 
	(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
	(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.

	340. 
	(3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
	(3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

	341. 
	a. jenis usaha;
	a. jenis usaha;

	342. 
	b. sifat usaha;
	b. sifat usaha;

	343. 
	c. klasifikasi usaha; dan
	c. klasifikasi usaha; dan

	344. 
	d. kualifikasi usaha.
	d. kualifikasi usaha.

	345. 
	(4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
	(4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

	346. 
	(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
	(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:

	347. 
	a. jumlah dan sebaran anggota;
	a. jumlah dan sebaran anggota;

	348. 
	b. pemberdayaan kepada anggota;
	b. pemberdayaan kepada anggota;

	349. 
	c. pemilihan pengurus secara demokratis;
	c. pemilihan pengurus secara demokratis;

	350. 
	d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
	d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

	351. 
	e. pelaksanaan melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
	e. pelaksanaan melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

	352. 
	(6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
	(6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.

	353. 
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  diatur dalam Peraturan Menteri.
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  diatur dalam Peraturan Menteri.

	354. 
	Paragraf 4

Tanda Daftar Pengalaman

	Paragraf 4

Tanda Daftar Pengalaman


	355. 
	Pasal 31
(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.
	Pasal 31
(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.

	356. 
	(2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
	(2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.

	357. 
	(3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
	(3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

	358. 
	a. nama paket pekerjaan;
	a. nama paket pekerjaan;

	359. 
	b. Pengguna Jasa;
	b. Pengguna Jasa;

	360. 
	c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
	c. tahun pelaksanaan pekerjaan;

	361. 
	d. nilai pekerjaan; dan
	d. nilai pekerjaan; dan

	362. 
	e. kinerja Penyedia Jasa.
	e. kinerja Penyedia Jasa.

	363. 
	(4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.
	(4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.

	364. 
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

	365. 
	Bagian Keempat

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing
	Bagian Keempat

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing

	366. 
	Pasal 32
Badan usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:
	Pasal 32
Badan usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

	367. 
	a. kantor perwakilan; dan/atau
	a. kantor perwakilan; dan/atau

	368. 
	b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.
	b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

	369. 
	Pasal 33
(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:
	Pasal 33
(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:

	370. 
	a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
	a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;

	371. 
	
	

	372. 
	b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
	b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;

	373. 
	c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
	c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;

	374. 
	d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
	d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;

	375. 
	e. menempatkan warga negara Indonesia  sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
	e. menempatkan warga negara Indonesia  sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;

	376. 
	f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
	f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;

	377. 
	g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
	g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;

	378. 
	h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
	h. melaksanakan proses alih teknologi; dan

	379. 
	i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	380. 
	(2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	381. 
	
	

	382. 
	(3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.
	(4) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

	383. 
	Pasal 34

(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 34

(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	384. 
	(2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
	(2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.

	385. 
	(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.
	(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.

	386. 
	
	

	387. 
	(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	388. 
	Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, mekanisme kerja sama operasi, penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
	Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, mekanisme kerja sama operasi, penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

	389. 
	Bagian Kelima

Pengembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi
	Bagian Kelima

Pengembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi

	390. 
	Pasal 36

(1) Pengembangan jenis Usaha Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui usaha penyediaan bangunan.
(2) Usaha penyediaan bangunan sebagaimana ayat (1) terdiri atas usaha penyediaan bangunan gedung dan usaha penyediaan bangunan sipil.
(3) Usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan dana investasi yang bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. badan usaha; dan/atau

d. masyarakat.

(4) Perizinan usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
	Pasal 36

(1) 
Pengembangan jenis Usaha Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui usaha penyediaan bangunan.

(2) Usaha penyediaan bangunan sebagaimana ayat (1) terdiri atas usaha penyediaan bangunan gedung dan usaha penyediaan bangunan sipil.

(3) Usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan dana investasi yang bersumber dari:

a.  Pemerintah Pusat;

b.  Pemerintah Daerah;

c.  badan usaha; dan/atau

d.  masyarakat.

(4)
Perizinan usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

	391. 
	
	

	392. 
	
	

	393. 
	Bagian Keenam
Pengembangan Usaha Berkelanjutan
	Bagian Keenam
Pengembangan Usaha Berkelanjutan

	394. 
	Pasal 37
(1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
	Pasal 37
(1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.

	395. 
	(2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
	(2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

	396. 
	a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
	a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan

	397. 
	b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
	b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.

	398. 
	(3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
	(3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.

	399. 
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

	400. 
	BAB V

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
	BAB V

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

	401. 
	
	

	402. 
	
	

	403. 
	Bagian Kesatu

Umum
	Bagian Kesatu

Umum

	404. 
	Pasal 38
(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui pengikatan Jasa Konstruksi dan/atau dikerjakan sendiri.
Alternatif:

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikerjakan sendiri, melalui pengikatan Jasa Konstruksi, dan/atau perjanjian penyediaan bangunan.

	Pasal 38
(1) 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan yang dapat dikerjakan sendiri, melalui pengikatan Jasa Konstruksi, dan/atau melalui perjanjian usaha penyediaan bangunan.

(Disetujui Timmus untuk Dilaporkan ke Panja)



	405. 
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
	(2) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

	406. 
	Bagian Kedua

Pengikatan Jasa Konstruksi
	Bagian Kedua

Pengikatan Jasa Konstruksi

	407. 
	Paragraf 1

Pengikatan Para Pihak
	Paragraf 1

Pengikatan Para Pihak

	408. 
	Pasal 39

(1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri dari:
	Pasal 39

(1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri dari:

	409. 
	a. Pengguna Jasa; dan
	a. Pengguna Jasa; dan

	410. 
	b. Penyedia Jasa.
	b. Penyedia Jasa.

	411. 
	(2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
	(2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

	412. 
	a. orang perseorangan; atau
	a. orang perseorangan; atau

	413. 
	b. badan.
	b. badan.

	414. 
	(3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
	(3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

	415. 
	Pasal 40

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
	Pasal 40

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

	416 s.d 421
	
	

	422. 
	Paragraf 2

Pemilihan Penyedia Jasa
	Paragraf 2

Pemilihan Penyedia Jasa

	423. 
	Pasal 41

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33.
	Pasal 41

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33.

	424. 
	Pasal 42

(1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud untuk Pasal 41 yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alternatif:

(1) Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan bersumber dari keuangan negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 42

(1) 
Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


	425. 
	(2)
Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi dan tender cepat. 

	(2) 
Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi dan tender cepat. 
Usulan penambahan ayat baru

(2a) 
Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.

(Disetujui Timmus untuk Dilaporkan ke Panja)


	426. 
	(3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
	(3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

	427. 
	
	

	428. 
	a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
	a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;

	429. 
	b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
	b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;

	430. 
	c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; 
	c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; 

	431. 
	d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

e. kondisi tertentu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.

	d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

e. kondisi tertentu.

Usulan penambahan ayat baru:

(3a)
Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Disetujui Timmus untuk Dilaporkan ke Panja)

	432. 
	Paragraf 3
Pengikatan Para Pihak
	

	433. 
	Pasal 42
Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
	

	434. 
	Pasal 43

(1) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
	

	435. 
	(1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja dilakukan dengan mempertimbangkan:
	Pasal 43

(1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja dilakukan dengan mempertimbangkan:

	436. 
	a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
	a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;

	437. 
	b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
	b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;

	438. 
	c. kinerja Penyedia Jasa; dan
	c. kinerja Penyedia Jasa; dan

	439. 
	d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
	d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

	440. 
	(2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
	(2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.

	441. 
	(3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
	(3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

	442. 
	Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
	Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

	443. 
	
	

	444. 
	Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

	445. 
	Paragraf 3

Kontrak Kerja Konstruksi
	Paragraf 3

Kontrak Kerja Konstruksi

	446. 
	Pasal 46

(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	Pasal 46

(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	447. 
	(2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	448. 
	Pasal 47

(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
	Pasal 47

(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

	449. 
	a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
	a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

	450. 
	b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
	b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

	451. 
	c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
	c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

	452. 
	
	

	453. 
	d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan Jasa Konstruksi dan  kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; 
Usulan penambahan huruf:

d1. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
	d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan Jasa Konstruksi dan  kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; 
Usulan penambahan rumusan baru: 

d1.
penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 

(Disetujui Timmus untuk Dilaporkan ke Panja)

	454. 
	e. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran; 
	e. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran; 

	455. 
	f. cidera janji, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban seba-gaimana diperjanjikan;
	f. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban seba-gaimana diperjanjikan;

	456. 
	g. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

	g. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;


	457. 
	h. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
	h. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

	458. 
	i. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
	i. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

	459. 
	j. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
	j. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

	460. 
	k. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
	k. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

	461. 
	l. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
	l. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

	462. 
	m. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; 
	m. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; 

	463. 
	n. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
	n. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan

	464. 
	o. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
	o. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

	465. 
	(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
	(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

	466. 
	Pasal 48
Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:
	Pasal 48
Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:

	467. 
	a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
	a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;

	468. 
	b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
	b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan

	469. 
	c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.
	c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

	470. 
	Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.
	Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.

	471. 
	Pasal 50

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
	Pasal 50

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

	472. 
	(2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
Usulan penyempurnaan ditambah ayat (3):

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan Kontrak Kerja Kontruksi dalam bahasa Indonesia.
	(2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
Usulan penambahan ayat baru 

(3) 
Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia. 

(Disetujui Timmus untuk Dilaporkan ke Panja)



	473. 
	Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
	Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	474. 
	
	

	475. 
	Bagian Ketiga

Pengelolaan Jasa Konstruksi
	Bagian Ketiga

Pengelolaan Jasa Konstruksi

	476. 
	Paragraf 1

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa
	Paragraf 1

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

	477. 
	Pasal 52

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:
	Pasal 52

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

	478. 
	a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; 
	a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; 

	479. 
	b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,  Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
	b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,  Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan

	480. 
	c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

	c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.


	481. 
	Pasal 53

(1)
Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
	Pasal 53

(1)
Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

	482. 
	(2)
Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
	(2)
Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

	483. 
	(3)
Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
	(3)
Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.

	484. 
	(4)
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.
	(4)
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 

	485. 
	Pasal 54

(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	Pasal 54

(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	486. 
	(2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	(2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	487. 
	Paragraf 2

Pembiayaan Jasa Konstruksi
	Paragraf 2

Pembiayaan Jasa Konstruksi

	488. 
	
	

	489. 
	
	

	490. 
	Pasal 55

(1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	Pasal 55

(1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	491. 
	(2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.
	(2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

	492. 
	
	

	493. 
	(3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:

a. kemampuan membayar; dan/atau

b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.
	(3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:

a. kemampuan membayar; dan/atau

b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.

	494. 
	(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	495. 
	(5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.
	(5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.

	496. 
	
	

	497. 
	
	

	498. 
	
	

	499. 
	Pasal 56

(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
	Pasal 56

(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

	500. 
	(2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	(2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	501. 
	(3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	502. 
	Pasal 57
(1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
	Pasal 57
(1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.

	503. 
	(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
	(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

	504. 
	a. jaminan penawaran;
	a. jaminan penawaran;

	505. 
	b. jaminan pelaksanaan;
	b. jaminan pelaksanaan;

	506. 
	c. jaminan uang muka
	c. jaminan uang muka

	507. 
	d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
	d. jaminan pemeliharaan; dan/atau

	508. 
	e. jaminan sanggah banding.

.
	e. jaminan sanggah banding.

.

	509. 
	(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
	(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

	510. 
	(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usulan penambahan ayat baru

(4a)
Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional. 
(Disetujui Timus untuk Dilaporkan Panja)

	511. 
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4a) diatur dalam Peraturan Presiden. 


	512. 
	
	

	513. 
	
	

	514. 
	
	

	515. 
	Bagian Keempat

Pengembangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	

	516. 
	Bagian Keempat

Perjanjian Penyediaan Bangunan

Pasal 58

(1) Usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau pihak lain.
(2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana ayat (1), penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.
(3) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat.

(4) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dan perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
	Bagian Keempat

Perjanjian Penyediaan Bangunan

Pasal 58

(1) Usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau pihak lain.

Usulan penambahan ayat baru)

(1a)
Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan terdiri atas:

a. pihak pertama/pemilik bangunan; dan

b. pihak kedua/penyedia bangunan.

(2) 
Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.

Usulan penambahan ayat baru

(2a) 
Para phak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.  orang perseorangan; atau

b.  badan
(usulan penambahan ayat baru disetujui Timmus untuk dilaporkan ke Panja)
(3) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat. 

(4) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. 



	517. 
	
	

	518. 
	BAB VI

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
	BAB VI

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

	519. 
	Bagian Kesatu

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
	Bagian Kesatu

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

	520. 
	Pasal 59

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
	Pasal 59

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

	521. 
	(2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
	(2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

	522. 
	a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
	a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

	523. 
	b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
	b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

	524. 
	c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
	c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

	525. 
	d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
	d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau

	526. 
	e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
	e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

	527. 
	(3) Dalam memberikan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
	

	528. 
	(3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
	(3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

	529. 
	a. standar mutu bahan;
	a. standar mutu bahan;

	530. 
	b. standar mutu peralatan;
	b. standar mutu peralatan;

	531. 
	c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
	c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

	532. 
	d. standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
	d. standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

	533. 
	e. standar mutu hasil pekerjaan konstruksi;
	e. standar mutu hasil pekerjaan konstruksi;

	534. 
	f. standar operasi dan pemeliharaan;
	f. standar operasi dan pemeliharaan;

	535. 
	g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

	536. 
	h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	537. 
	(4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait.
	(4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait.

	538. 
	(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk konstruksi, menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.
	(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk konstruksi, menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

	539. 
	Bagian Kedua

Kegagalan Bangunan
	Bagian Kedua

Kegagalan Bangunan

	540. 
	Paragraf 1
Umum
	Paragraf 1
Umum

	541. 
	Pasal 60

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
	Pasal 60

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.

	542. 
	(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
	(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.

	543. 
	(3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
	(3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

	544. 
	(4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.
	(4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

	545. 
	Paragraf 2
Penilai Ahli
	Paragraf 2
Penilai Ahli

	546. 
	Pasal 61

(1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus:
	Pasal 61

(1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus:

	547. 
	a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
	a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;

	548. 
	b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan
	b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan

	549. 
	c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang membidangi Jasa Konstruksi. 
	c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi Jasa Konstruksi. 



	550. 
	(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
	(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:

	551. 
	a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
	a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

	552. 
	b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
	b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;

	553. 
	c. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
alternatif:
c. menetapkan tingkat kerusakan/kerun-tuhan dan/atau tidak berfungsinya sebagianatau  keseluruhan bangunan;
	Usulan penyempurnaan untuk huruf c

   c.
menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya   bangunan; 


	554. 
	d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas  Kegagalan Bangunan;
	d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas  Kegagalan Bangunan;

	555. 
	
	

	556. 
	
	

	557. 
	e. menetapkan adanya indikasi awal tindak pidana bidang konstruksi;
	

	558. 
	f. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
	f. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan

	559. 
	g. memberikan rekomendasi kebijakan kepada  Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.
	g. memberikan rekomendasi kebijakan kepada  Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

	560. 
	
	

	561. 
	
	

	562. 
	Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.
	Pasal 62

(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.

	563 sd 567
	
	

	568. 
	(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
	(2) 
Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

	569. 
	Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
	Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

	570. 
	Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.
	Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.

	571. 
	Paragraf 3
Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

	Paragraf 3
Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan


	572. 
	Pasal 65

(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
	Pasal 65

(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. 
Usulan penambahan ayat baru

(1a) Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.  

(Disetujui Timmus dan dilaporkan ke Panja)

	573. 
	(2) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(2) 
Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a).

	574. 
	(3) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
	(3) 
Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

	575. 
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	(4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (1a) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


	576. 
	Pasal 66

(1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.
	Pasal 66

(1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

	577. 
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

	578. 
	Pasal 67

(1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti rugi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).
	Pasal 67

(1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti rugi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).

	579. 
	(2) Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


